
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POUSI PAMONG PRAIA

KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 4741);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TULANG BAWANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat,
Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Kecamatan serta Kelurahan.
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5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota

dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Satuan Polis! Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat. Pol PP,

adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tulang Bawang.

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

14. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang meliputi

bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi,
pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk

dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga

daerah.
15. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah

yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari

sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi

pamong praja, lembaga lain dan kecamatan serta kelurahan.
16. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib

dan teratur.
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17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan

Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali

pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat

bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di

bidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala

Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

Peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan

Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5



e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan Kepala

Daerah;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati

dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan

semua kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Peraturan ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama

dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat

dalam rangka pelaksanaan tugas;
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c. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

d. Pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan yang

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, urusan

umum, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini,

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;

b. Penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong

Praja;

c. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas, keperluan kantor dan

perabotnya;

d. Penginventarisasi barang-barang keperluan kantor dan pelaksanaan

pemeliharaan/perawatan barang-barang/peralatan kantor;

e. Pencatatan mutasi pegawai, penyelenggaraan kesejahteraan

kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan

penyusunan laporan kehumasan;
f. Perencanaan, pemantapan analisis dan evaluasi serta

penyelenggaraan sistem infbrmasi, dokumentasi dan kehumasan;

g. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembinaan

umum, pembinaan organisasi, pembinaan kehidupan masyarakat

serta pembinaan lembaga badan usaha masyarakat bidang

ketentraman dan ketertiban.
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Bagian Ketiga
Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 11

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah unsur
pembantu kepala Satuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan lainnya yang berlaku di

daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan ini, Seksi
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penertiban

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

penertiban dan penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah;

c. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan

infbrmasi yang berhubungan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah.

Bagian Keempat
Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertïban Umum

Pasal 14

Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur

pembantu Kepala Satuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja.
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Pasal 15

Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas menyusun program pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15

Peraturan ini, Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan patroli daerah, operasi

gangguan ketentraman dan ketertiban untuk meniadakan/
penanggulangan dan atau mencegah sebab-sebab yang menimbulkan
gangguan ketentraman dan ketertiban daerah;

b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan, pengamanan

dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

daerah;
c. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengawasan,

pengamanan dan penerbitan, masyarakat dalam memantapkan

kondisi dalam suasana aman, tentram, tertib dan teratur;

d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan, penertiban,

pengendalian dan pencegahan, penanggulangan gangguan bencana

alam atau akibat perbuatan manusia atau lingkungannya.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

Seksi Perlindungan Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Satuan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijaksanaan

penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman bahaya serta

pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan

masyarakat.
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Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan
ini, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka

pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman,
keselamatan dan ketertiban;

b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan terhadap SDM
satuan perlindungan masyarakat;

c. Melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan

perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan
ketertiban;

d. Mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka

pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman,
keselamatan dan ketertiban;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan fasilitasi dan komunikasi
pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan

masyarakat;
f. Menganalisis data dan informasi dalam rangka perumusan

kebijaksanaan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan

sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(l)Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan

ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 21

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dilakukan oleh Bupati;

(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian

dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang

ditunjuk.
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Pasal 22

Pegawai Negen Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan
tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang

ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD
Kabupaten Tulang Bawang.

BABVI
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk dl dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.
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Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Sub Bagian melakukan
tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian berhalangan, tugas-tugas para Kepala
Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang ditunjuk

oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing

pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan

kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABVII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang

Bawang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dan semua
ketentuan yang mengatur maten yang sama atau bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

r Kf

z

ASISTEN K4
5 ASISTENUt
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ASISTENI

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Pl<tc>ber 2011

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 2.0 oktober 2011
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